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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penegakan hukum lingkungan atas pelaku penambang pasir ilegal 

dan perusakan lingkungan selama ini dilakukan dengan sangat baik. 

Pencegahan atas kegiatan pertambangan pasir yang tidak mengantongi izin 

dan perusakan lingkungan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada 

masyarakat sekitar dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat 

akan pentingnya legalitas dalam usaha pertambangan dan juga berperan 

dalam pelestarian lingkungan, kemudian melakukan reklamasi pasca 

tambang supaya masyarakat dan juga alam menjadi aman. 

 Dalam menegakan hukum lingkungan terkait dengan pelaku 

pertambangan ilegal dan perusakan lingkungan, para penegak hukum yaitu 

Polres Bantul dan Satuan Polisi Pamong Praja Bantul bekerja sama dengan 

Dinas PUP ESDM DIY, DLHK DIY, dan Dinas Perizinan. Dasar hukum 

dalam menindak lanjuti pelaku kegiatan usaha pertambangan ilegal adalah 

berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang 

disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). Kemudian untuk meindaklanjuti pelaku perusakan 

lingkungan, Kepolisian bekerja sama dengan lembaga atau ahli untuk 

menentukan apakah kegiatan pertambangan tersebut yang menyebabkan 

kerusakan (Sengaja Merusak) atau bukan. 

2. Kendala dari penegakan hukum lingkungan para pelaku penambang pasir 

ilegal adalah banyak dari pelaku penambang yang masih ngeyel tetap 

melanjutkan kegiatan pertambangannya padahal sudah dihimbau untuk 

diberhentikan sementara kegiatan pertambangannya. Kemudian banyak 

dari para pelaku penambang pasir ilegal tidak bisa dihubungi. Kemudian 

juga backingan dari para pelaku penambang pasir tersebut yaitu preman 

sampai dengan aparat penegak hukum yang bermain kotor. Kemudian 

faktor dari penegak hukum yang tidak bekerja secara baik dan jujur. 

Solusinya adalah Dinas PUP ESDM DIY, DLHK DIY, Dinas Perizinan, 

bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri selalu melakukan 

inspeksi secara periode tertentu terhadap lokasi/wilayah yang ada 

pertambangan tanpa izin yang didapat dari aduan masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Saran dari penulis kepada para Dinas PUP ESDM, DLHK DIY, dan Dinas 

Perizinan, untuk lebih gencar lagi dalam menghimbai dan juga 

memberikan solusi kepada para pelaku usaha kegiatan pertambangan yang 
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belum mengantongi izin, dan bekerja secara tanggap dan cepat agar para 

pelaku penambang pasir tersebut tidak menunggu terlalu lama dalam 

proses penerbitan izin pertambangannya. 

2. Saran penulis kepada Aparat Penegak Hukum, atas kejadian di mana yang 

menjadi backingan dari para pelaku penambang pasir tersebut adalah 

oknum aparat penegak hukum yang bermain kotor, maka dari itu perlu 

adanya memberantas para oknum aparat yang bermain kotor tersebut, agar 

terciptanya lingkungan penegakan hukum yang bersih. 
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